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 Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa 

perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan 

Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan 

lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama 

baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama 

Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan 

berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam 

organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun 

dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, 

mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum 

terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-

nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga 

penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan 

produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh 

lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan 

pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan 

debasement di Indonesia. 

 

 

PENDAHULUAN 
Di era reformasi Kepastian pemerintahan ini untuk menyelenggarakan pemerintahan yang besar dan bersih sering 

kali diulangi dan diundang dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang telah lama 

menginginkan kemajuan dan pemerataan seperti yang diperintahkan oleh Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan hal 

ini, pertama-tama kekotoran batin suatu saat nanti bangunan-bangunan harus dihancurkan atau dipertahankan, sehingga 

penurunan nilai tidak meluas. Pemerintahan yang mempunyai kendali atas kekotoran batin adalah pemerintahan yang 

kokoh, bersih, terbuka, memiliki pemimpin yang tidak tiran, menjaga kualitas peraturan yang tiada tara, dan bersandar 

pada dukungan pemerintah terhadap rakyat (Lestari, 2018). 

Bahwa perjuangan melawan pencemaran nama baik telah melahirkan semacam budaya ketakutan di kalangan PNS 

tertentu untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik, yang tercermin dari sikap hati-hati mereka terhadap 

administrasi publik, hingga penolakan pejabat tertentu untuk menjadi Pelopor Tugas (Pimpro) dan Pembiayaan 

Penyelenggara, dimana sebelumnya posisi-posisi tersebut menjadi “tantangan” di banyak pertemuan. Meski demikian, 

hal ini bukan menjadi tolak ukur bahwa tindakan merendahkan martabat sudah tidak ada lagi di Indonesia, dengan alasan 

bahwa secara umum kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, kepolisian, dan aparat penegak hukum sudah 

tidak ada lagi. kantor pemeriksa dan pengadilan semakin berkurang (rendah) (Hakim, 2012). 

Korupsi pun menjadi permasalahan Penurunan nilai juga merupakan persoalan yang sulit di negeri ini. Kasus-

kasus penurunan nilai pada saat ini tidak dapat dihitung. Berkembang dengan cepat, meluas ke mana-mana, dan terjadi 

secara efisien dengan desain yang disempurnakan dan menggunakan inovasi masa kini. Kasus-kasus penurunan nilai 

semakin meluas selangkah demi selangkah. Berita tentang penghinaan hampir selalu muncul di berbagai media. Faktanya, 

tindakan merendahkan martabat dipandang sebagai hal yang lumrah dan dialami oleh banyak individu, sehingga individu 

sulit membedakan demonstrasi yang merosot dan demonstrasi yang tidak merosot. Walaupun terdapat Komisi 

Pemusnahan Kehinaan (KPK) dan beberapa organisasi musuh pencemaran nama baik, namun faktanya bangsa ini 

menduduki peringkat tertinggi sebagai negara terburuk di muka bumi (Hasan, 2018). 

Kompleksitas tindak pidana korupsi Memang sulit untuk menemukan jawabannya jika kita beruntung dengan 

menggunakan sistem metodologi politik yang sah, namun hal itu juga harus diselesaikan melalui pendekatan budaya 

kepolisian yang sah. Pemolisian tidak berjalan sesuai dengan bentuknya, dengan asumsi adanya komitmen dari individu 

yang mengelola proses perkara yang sah, khususnya dengan memberikan uang tunai, uang suap, atau sebagai hadiah 

kepada kepolisian dengan tujuan agar kasus tersebut dapat diselesaikan. seringan yang memang bisa diharapkan atau 
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tertunda, bahkan ada yang sampai Kulkas akan terus menyala cukup lama, mirip dengan apa yang terjadi selama ini. Oleh 

karena itu, demonstrasi kriminal yang bersifat pencemaran nama baik sangat sulit untuk dicegah, apalagi dimusnahkan. 

Hal ini dikarenakan sikap psikologis kedua pemain tersebut yang ingin menjadi kaya dengan cepat dan dalam sekejap, 

melakukan demonstrasi kekotoran batin dipandang sebagai hal biasa, menerima suap juga dianggap sebagai hal biasa dan 

hampir tidak ada rasa tanggung jawab atau aib (Pravita, 2022). 

Upaya untuk mencegah cara hidup yang merendahkan martabat di mata masyarakat pada awalnya dapat dilakukan 

dengan mencegah berkembangnya pola pikir buruk di kalangan generasi muda Indonesia melalui pendidikan. Jiwa 

penangkal kekotoran batin yang perlu diperhatikan adalah pengembangan contoh, cara pandang dan perilaku yang 

bermusuhan dengan kehinaan melalui sekolah, karena sekolah merupakan interaksi yang memanusiakan. 

 

 

METODE 
Metode penelitian Dalam tulisan ini diselesaikan dengan tepat, khususnya eksplorasi yang dimulai dengan menarik 

informasi penting. Strategi adalah suatu cara atau teknik yang berhubungan dengan usaha-usaha yang logis, sehingga 

teknik menyangkut pendekatan dalam upaya memahami hal yang menjadi tujuan ilmu yang dimaksud. Sementara itu, 

penelitian merupakan upaya berburu yang mempunyai nilai instruktif yang luar biasa. Eksplorasi yang sah adalah tindakan 

logis berdasarkan strategi, sistematika, dan pemikiran tertentu yang sepenuhnya bertujuan untuk berkonsentrasi pada satu 

atau beberapa kekhasan tertentu yang sah, dengan membedahnya. Penilaian mendalam dan luar terhadap realitas hukum 

pun dilakukan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
KPK Sebagai Ujung Tombak Membudayakan Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat  

KPK dan semua keseluruhan strukturnya merupakan demonstrasi yang merugikan bagi masyarakat dan tidak dapat 

diampuni secara etika, moral, dan agama. Namun demikian, persyaratan peraturan pidana (kerangka penegakan hukum) 

meskipun pemolisian kriminal dalam rangka penaklukan perbuatan salah (menghitung kekotoran batin) bukanlah sumber 

utama kepercayaan hukum (Badjuri, 2011). 

Belum idealnya sesuai Peraturan dan Pedoman, serta beberapa hal lain seperti kesulitan di kalangan kepolisian. 

Padahal pokok-pokok dan tujuan Undang-undang tentang Yayasan Komisi Pemusnahan Debasement bertentangan 

dengan Peraturan No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan No. 16 Tahun 2004 

tentang Badan Pemeriksa Republik Indonesia, terhadap pemeriksaan dan penuntutan yang pada mulanya merupakan 

kewenangan Kepolisian dan Penyidik, tampaknya justru membuka pintu bagi kedudukan KPK yang tidak terbatas. 

Bagaimana pun, pembagian dan pelepasan kekuasaan terkesan kurang dapat diandalkan dan berpotensi menciptakan 

kekosongan hukum dalam mensinergikan kemampuan kerja sama antara Komisi Pemusnahan Najis dan Kepolisian dalam 

hal permohonan dan pemeriksaan. 

Sebelumnya sudah banyak sekali kasus-kasus penurunan nilai yang diselesaikan tanpa prosedur peradilan, hal ini 

tentunya tidak boleh terulang kembali. Saat ini adalah kesempatan yang ideal bagi masyarakat untuk bangkit melawan 

segala jenis kekotoran di semua tingkatan dengan Komisi Penghancuran Debasement, dan dengan demikian Komisi 

Penghancuran Kekotoran sebagai inspirasi daerah setempat untuk menjadi pemimpin dalam menaklukkan kekotoran batin 

harus tersedia di setiap wilayah, dua daerah/masyarakat perkotaan di seluruh Indonesia dan dilengkapi dengan kantor dan 

kerangka kerja yang memadai (Saifulloh, 2017).  

Budaya (Hukum) dan Penanggulangan Korupsi 

mencakup prinsip-prinsip sah yang tidak tertulis. Sementara itu, unsur-unsur sosial adalah sifat-sifat dan mentalitas 

yang menyatukan keseluruhan perangkat hukum dan menghasilkan suatu jenis organisasi yang sah dalam cara hidup 

masyarakat pada umumnya (La Hadifa, 2019). 

Komponen kultur (budaya) mengambil bagian penting dalam kepolisian kriminal. Kadang-kadang tingkat hasil 

kepolisian masyarakat umum tinggi karena dijunjung tinggi oleh budaya daerah setempat, misalnya melalui dukungan 

terbuka yang sangat tinggi dalam mencegah pelanggaran, merinci dan mengajukan pertanyaan tentang pelanggaran yang 

terjadi dalam iklim dan bekerja sama dengan kepolisian. dalam upaya penanggulangan kejahatan, padahal inti dan 

substansinya kurang baik, dan masyarakat kurang percaya bahwa cara-cara konvensional harus dilakukan sebagaimana 

mestinya (Novitasari, 2019). 

Keterbatasan hukum pidana Dengan kerangka penegakan hukumnya, tidak semua pelaku pelanggaran pencemaran 

nama baik dapat dibawa ke pengadilan, dan terlepas dari apakah mereka dibawa ke pengadilan, hasilnya adalah keputusan 

pembebasan tuduhan atau pembebasan dari setiap tuduhan yang sah, mengingat fakta bahwa pembuktian kebutuhan-

kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh undang-undang kurang atau kurang. Kenyataan ini akan menjadi tekanan serius 

bilamana badan alat yang seharusnya menjunjung hukum justru “dibayar” oleh perkumpulan-perkumpulan yang merosot 

dengan imbalan imbalan (pay-off) untuk menghindari kasus-kasus mereka, yang dikenal sebagai mafia yang sah, kasus 

pegangan, dll (Purba et al., 2022). 
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KESIMPULAN 
Membudayakan gerakan anti korupsi, merupakan upaya serius dan terus-menerus yang dilakukan oleh para ahli 

(pemerintah) untuk memberikan pemahaman bahwa penurunan nilai merupakan tindakan yang tidak terpuji dalam 

kaitannya dengan agama, sosial, dan hukum. 

 Perkembangan kontra pencemaran nama baik akan menjadikan budaya aib dalam melakukan pencemaran nama 

baik, dan sikap musuh pencemaran nama baik terhadap demonstrasi pencemaran nama baik di mata masyarakat sehingga 

akan melaporkannya ke pihak kepolisian dan menyaring peredarannya. 
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